T
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BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 2¢& TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

a.

KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Ende tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Ende Tahun Anggaran 2013.
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Mengingat :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Kolusi dan Nepotisme

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah;
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21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor
31);

Peraturan Bupati Ende Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 2);
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MEMUTUSKAN :
N PENDAPATAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARA

Menetapkan :
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan
42.292.586.631,94

a. Pendapatan Asli Daerah Rp
Rp 585.134.340.961,00

62.359.035.000,00
689.785.962.592,94

b. Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp
Jumlah Pendapatan Rp

C.

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil Rp 358.900.000,00

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp  46.398.444.008,00

8) Belanja Tidak Tersangka Rp 306.612.098,00
Jumlah Belanja Rp 442.889.178.039,00

Rp 374.063.311.394,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp  20.066.390.600,00
Rp 1.695.519.939,00
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b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan
a. Penernmaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp 21.537.385.845,21
Rp 97.453.585.958,30
Rp _ 87.538.682.941,00
Rp 206.529.654.744,51
Rp 649.418.832.783,51
Rp 40.367.129.809,43
Rp  82.872.244.609,58
Rp _ 2.211.594.300,00
Rp. 80.660.650.309,58

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 121.027.780.119,01

Pasal 2

Ringkasan Recalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran | Peraturan

Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran

Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci dan tercantum dalam Lampiran

II Peraturan Bupati ini.

~
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Pasal 5
ari Peraturan Bupati ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan d
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
gan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan

Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal Ageesées 2014

|, BUPATI ENDE, K

'/MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal Z A e Fets 2014

J PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDEY
e —
/

SUKADAMAI DOA SEBASTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 2©O
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